Menimbang
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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang
proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas Balai Penelitian dan
Pengembangaan Agama, perlu dilakukan
penyederhanaan struktur organisasi,

b. bahwa penyederhanaan struktur organisasi Balai
Penelitian dan Pengembangaan Agama sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor
B/780/M.KT.01/2021 mengenai Penyederhanaan
Birokrasi di Lingkungan Kementerian Agama;

c. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 346 Tahun
2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian
dan Pengembangan Agama tidak sesuai dengan
perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi,
sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan  Peraturan Menteri Agama tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama;
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Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);



Menetapkan

-0

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA.

BAB1
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

{1) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama yang
selanjutnya disebut Balai Litbang Agama adalah Unit
Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan.

(2) Pembinaan terhadap Balai Litbang  Agama
dilaksanakan oleh Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan; dan Pendidikan dan Pelatihan.

(3) Layanan teknis terhadap Balai Litbang Agama
dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan
Layanan Keagamaan, Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan,
dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen
Organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-
masing.

(4) Layanan administrasi terhadap Balai Litbang Agama
dilakukan oleh Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan; dan Pendidikan dan Pelatihan.

(5) Balai Litbang Agama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2
Balai Litbang Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian  dan
pengembangan bimbingan masyarakat agama dan layanan
keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta
lektur, khazanah keagamaan, dan manajemen organisasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Balai Litbang Agama menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan kegiatan penelitian dan
pengembangan;

b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bimbingan
masyarakat agama dan layanan keagamaan,
pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur,
khazanah keagamaan, dan manajemen organisasi;

C. pelayanan kepada masyarakat di bidang data dan
hasil penelitian dan pengembangan;
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d. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kemitraan
dengan satuan organisasi /satuan  kerja pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama, pemerintah daerah,
dan lembaga terkait lainnya;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
tugas Balai Litbang Agama; dan

f.  pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga
Balai Litbang Agama.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Balai Litbang Agama terdiri atas:

a. Kepala;
b.  Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Bagan struktur organisasi Balaj Litbang Agama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan
rencana dan program, urusan keuangan dan barang milik
negara, urusan kepegawaian dan tata laksana, pengelolaan
perpustakaan, informasi penelitian dan pengembangan,
kerumahtanggaan, dan pelaporan.

BAB 111
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6
Balai Litbang Agama dapat menyusun dan mengusulkan
jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga
fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga
fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Balai Litbang
Agama.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB IV
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 8
(1) Balai Litbang Agama terdiri atas:
a. Balai Litbang Agama J akarta;
b.  Balai Litbang Agama Semarang; dan
C.  Balai Litbang Agama Makassar.

(2) Nama, tempat kedudukan, dan wilayah kerja Balai
Litbang Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri inj.

BABV
ESELONISASI

Pasal 9
(1) Kepala Balai merupakan Jabatan Administrator atau
Jjabatan strukturai eselon IIl.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan
Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10
Kepala Balai Litbang Agama dalam melaksanakan tugas
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
baik dengan satuan organisasi/satuan kerja pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang agama atau kementerian /lembaga.

Pasal 11
Kepala Balai Litbang  Agama menyusun dan
mengembangkan  kebijakan, program, dan Kkegiatan
berdasarkan rencana strategis dengan menerapkan prinsip
penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, cepat,
transparan, dan akuntabel.

Pasal 12
Kepala Balai Litbang Agama menyusun pelaporan kinerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Kepala Balai Litbang Agama wajib  melaksanakan
pengawasan, penilaian  kinerja, mematuhi ketentuan
peraturan  perundang-undangan, dan menyampaikan
laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
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a. DBalai Litbang Agama tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan dialihkan ke Badan Riset dan
Inovasi Nasional berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang
memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru

dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan
Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Agama Nomor 346 Tahun 2004 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal S5 September 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 847

: Dr Ahmad Bahiej, SH.,
-7 NIP.197506152000031901

_ Salinan sesuai dengan aslinya

WENTER, ““Kementerian Agama RI
Kepqla Bxfol?lukmn dan Kerja Sama Luar Negeri

Pdl-lumcg,3



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGsAN AGAMA

KEPALA
SUBBAGIAN
TATA USAHA
30 0 O
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MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA

Nama Kedudukan Wilayah Kerja Provinsi

Balai Litbang Agama Jakarta Aceh

Jakarta Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau

Kepulauan Riau
Jambi

Sumatera Selatan
Kepulauan Bangka
Belitung

9. Bengkulu

10. Lampung

11. DKI Jakarta

12. Jawa Barat

13. Banten

RN PN

Balai Litbang Agama Semarang

Jawa Tengah
Semarang

1

2. D.I. Yogyakarta

3. Jawa Timur

4. Kalimantan Selatan

5. Kalimantan Tengah

6. Kalimantan Barat

7. Bali

8. Nusa Tenggara
Barat

9. Nusa Tenggara
Timur

Balai Litbang Agama Makassar
Makassar

Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Barat
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Gorontalo

. Maluku

10. Maluku Utara

11, Papua

12, Papua Barat

CONOO AW~

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS




